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Abstract 
 

This study aims to determine 1) The implementation of parole for psioners in correctional 

institution class II A Bulukumba, 2) Factoes that prevent psioners from getting parole outside 

the penitentiary.  

      The research uses the type of empirical normative research, the type of data used is primary 

and secondary data, data from primary materials, namery data obtained directly through 

information using interview techniques with the correctional institutions clas II A bulukumba, 

anddata from secondary materials refer to laws, book, journals and data from correctional 

institutions class II A Bulukumba relating to the problems studies as awll as sources and 

information obtained from the result of questionnaires with prisoners in correctional 

institutions clas IIA Bulukumba. 

      The results of thisstudy indicate that 1) Implementationof parole in correction institutional 

class II A Bulukumba the 2021 period its been optimized its running well although in 

itsimplementation there are still obstacles,2)The inhibiting factors are external and internal 

factors, including the guarantor from thefamily of the inmate whose where abouts are unknown 

and the existence of psioners who violate disxipline in the correctional institution whih causes 

the inmate to fail to get parole. 
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A. PENDAHULUAN 
 

Undang – undang Dasar Negara RepublikIIndonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) 

menentukanssecara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Sejalanndengan ketentuanntersebut makaasalah satuuprinsippterpenting Negara Hukum adalah 

adanyaajaminan kesederajatannbagi seriapporang diihadapan hukumm(Equality Before The Law) 

olehhkarena itu setiapporanggberhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastiannhukum 

yang adil sertaaperlakuan yanggsamaadi hadapannhukum.  

Pemidanaannataupenjatuhannpidanaaterhadappseseoranggyanggterbuktimelakukanntindakkpida

naabukanlah semata- mata bertujuannuntukkpembalasan terhadappperbuatannyang 

dilakukanyaamembuat jera si pelakuuataupun untuk menakutiiorang lainnsupayaatidakkmelakukan hal 

yanggsama. Tujuanyaayang lebih pentinggadalahhupaya untukkmenyadarkannnarapidana agar 

menyesali perbuatanya,dan mengembalikannmenjadi wargaamasyarakat yang baik dan berguna,taatt 

kepadaahukum,menjunjunggtinggiinilai–nilaiimoral, sosial dan keagaamaan, sehiggaatercapai 

kehidupannmasyarakattyang aman, tertib dan damai, Sehinggaadapattkembali keemasyarakat dan 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna,sertaadapattdiiterimaadalam 

kehidupannbermasyarakat.  

Undang-undangrRepublikiIndonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 

berbunyi : SistemmPemasyarakatanndiselenggarakan dalammrangka membentuk Warga 

BinaannPemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri,danntidakkmengulangitindakpidanaasehinggadapattditerimaakembaliiolehhlingkungannmasyaraat

,dapattaktifberperanndalammpembangunan,danndapatthiduppsecarawajarrsebagaiwargaayangbaikdan

nbertanggunggjawab.  

LembagapPemasyarakatannmerupakanttempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan 

anak didik Pemasyarakatan, sehingga lembaga Pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk 

menentukan/melaksanakan dan mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang 

telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasannbersyarat. 

Narapidanaayang menjalaniimasa hukuman di Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan sering 

kali dianggapptidakkmempunyaiihakkapapun.Merekaasering diperlakukannsecaraatidak 

manusiawiikarena mereka dianggapptelahhmelakukan suatuukesalahannataupun kejahatannsehingga 

perbuatannmerekaaharus dibalassdi Rutann/Lapas. 
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Undang – undang Pemasyarakatan menjaminnhak-hakknarapidanaayaitu sesuai 

dengannketentuan Pasal 14 yang berbunyi : 

Wargaabinaannberhakkmendapatkannpengurangannmasaapidanaaatauuremis,asimilasi,cuti 

mengunjungiikeluargaaserta pembebasannbersyarattdanncuti menjelanggbebas. 

Hak-hak yang tertuanggdalammPasal 14 Undang-undanggRepublikiIndonesia Nomorr12 Tahun 

1995 tentang Pemasyaraakatan tersebut diberikannterhadap narapidanaayang telah menjalaniisekurang-

kuranganya 2/3 (dua pertiga) masa pidananyaaminimal 9 (sembilan) bulan.  

Dalammpembinaannnarapidana salahhsatuuperwujudan berupaaproses PembebasannBersyarat 

yaituupengembaliannnarapidana kepada masyarakat. Bagi narapidanaayang diberikan pembebasan 

bersyarat menuruttketentuan Pasal 15 Kitab Undang–undanggHukummPidana (KUHP) harusstelah 

memenuhiisyarat-syarat tertentu,baruukemudianndilepas keemasyarakat yang telah menyatakan siap 

menerimanya.  

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarta tertentu, mempunyai kemungkinan 

dapat dikabulkannyaapermohonannpembebasan bersyaratnyaaharus menjalaniimasa percobaan,yaitu 

selama sisa pidananya yang belum dijalanai di tambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa 

peralihan dari kehidupa nyang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan 

bertanggunggjawab.  

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)  Pelaksanaan Pembebasan 

Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, (2) Faktor yang menghambat narapidana 

yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Luar Lembaga Pemasyarakatan. 

 

 

B. METODE PENELITIAN 

 
 

       Dalam menganalisis data, penelitian ini mengunakan metode NormatiffEmpiris. Tipe 

penelitian Hukum Normatif Empirissadalah gabungan antara pendekatannhukum normatif dengan 

adanyaapenambahan dari unsur empiris, tujuan penelitian dengan penelitian normatif empiris adalah 

untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja 

dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwaahukum tertentu yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bulukumba.jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

ini dilakukan dengan wawancara dan angket/kuesioner. Untuk mendapatkan informasi yang jelas 

penulis melakukannwawancaraadengan Kepala LembagaaPemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bulukumba.  

Pelaksanaan pembebasan bersyarat, seoranggnarapidanaasebelummdiusulkan 

untukkmemperolehhpembebasan bersyarat harus memenuhiibeberapa tahapan-tahapan 

pembinaannyang diberikan diilembaga pemasyarakaatan yaitu sebagai berikut : 

1. AdmisiiOrientasi (0-1/3 masaapidana)  

Tahapannini narapidana mulai mengenalllingkungan kehidupanndi dalam 

LembagaaPemasyarakatannsebagai bagian dari warga binaan dan wajib melaksanakan program 

pembinaan yang ada. 

2. ProgrammPertama (1/3-1/2 masaapidana)  

Tahapan  ini narapidana mulai melaksanakannpembinaannyang produktif seperti 

melakukannpekerjaannyanggdapattmenghasilkannsuatuukaryaasertaamendapat imbalan jasa dan 

karya tersebut. 

3. Programmkedua (½-2/3 masaapidana)  

Tahapannini narapidana sudahhdapat melaksanakannasimilasi.Asimilasi adalah upayaapembaruan 

diri seseoranggnarapidana dengan pihak luar atau masyarakat. 

4. Programmketiga (2/3- selesai masaapidana)  

Tahapannini adalah apabila seorang narapidana telahhmelaksanakan tahapan-tahapan 

dengannbaik,makaanarapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperolehhpembebasan bersyarat. 

Selanjutnya syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut : 

1. Syarattsubtantif 

a. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalannatas kesalahan yang 

menyebabkanndijatuhiipidana. 

b. Telahhmenunjukkan perkembangannbudi pekerti dan morallyang positif. 

c. Berhasillmengikutiiprogrammkegiatan pembinaanndengan tekun dan bersemangat. 

d. Masyarakattdapat menerima programmkegiatan pembinaannnarapidana dan anak pidana 

yanggbersangkutan.  

e. Selamaamenjalaniipidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkannhukuman 

disiplin sekurang-kurangnya  waktu 9 bulan terakhir.  
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f. Masaapidanaayanggtelah dijalani, telah menjalani 2/3 dari masaapidananya, setelah 

dikurangiimasa tahananndan remisi dihitung sejakktanggal putusan 

pengadilannmemperolehhkekuatan hukummtetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang 

dari 9 bulan.  

 

2. SyarattAdministratif 

a. Fotocopy putusannhakim dan berita acara pelaksanaannputusannpengadilan. 

b. LaporannperkembangannpembinaannyanggditandatanganiiolehhKepala Lembaga 

Pemasyarakatan. 

c. Laporannpenelitiannkemasyarakatannyanggdibuattolehhpembimbing kemasyarakatan yang 

diketahui oleh Kepala Bapas.  

d. Surat pemberitahuannke KejaksaannNegeri tantang rencanaapemberian 

PembebasannBersyarat terhadappnarapidanaayang bersangkutan.  

e. Dalammsurat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasannpaling lama 12 

hariiterhitung sejak surattpemberitahuanndikirim, pembebasannbersyarat tetappdiberikan. 

f. Salinannregister F dari kepalaaLapas. Memuat tentanggpelanggaran dan tata tertibbyang 

dilakukannnarapidana selamaamenjalani masaapidana. 

g. Salinanndaftar perubahanndari Kepala Lapas. Daftar pengurangannmasa pidanaasepertiigrasi, 

remisi dan lain-lain. 

h. Surattpernyataan dariinarapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. 

i. Surattjaminan kesanggupanndari pihakkkeluarga, wali, lembaga sosial. Intansiipemerintah, 

instansi swasta atau yayasannyang diketahui oleh lurah atau kepalaadesa atau namaalain.  

j. KhusussNarapidana warga NegaraaAsing, surat jaminan tidakkmelarikan dii dan akan 

menaanti persyaratn yang telah ditentukan dari:  

1. Kedutaanbesar/ konsulat negara dan 

2. Keluarga, orang atau korprasiiyang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan  

narapidana, selamaaberada diwilayah Indonesia. 

Setelah memenuhi syarat subtantif dan administratif, mengenaiitata cara atau 

mekanismeepengusulan pelaksanaannpembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut : 

1. Setelah persyaratan subtantif dan administratif terpenuhi. Maka PetugassLapas 

mendataanarapidana yang akanndiusulkan pemberiannpembebasannbersyarat.   
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2. TimmPengamat PemasyarakatannTPP LAPAS setelah mendengarrpendapat anggota TPP dan 

mempelajari laporan perkembangan pembinaan pemasyarakatann,mengusulkan pemberian 

pembebasan bersyarat kepadaa Kepala LembagaaPemasyarakatannkelas II A Bulukumba.  

3. KepalaaLembagaapemasyarakatan Kelas II A Bulukumba segera meneliti 

dengannmempelajariiusulan tersebut, apabilaamenyetujuiiusulan tersebut maka Tim 

PengamattPemasyarakatan selanjutnyaameneruskan usulanntersebut kepada Kepala Kantor 

WilayaaKementerian Hukumdan Hak Asasi manusiaaSulawesi Selatan. 

4. Kepalaakantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatannwajib 

segera meneliti dan mempelajari usulannKepala Lembaga PemasyarakatannKelas II A Bulukumba 

tersebut dan setelah itu memperhatikan hasillsidang Tim Pengamat Pemasyarakatan,maka Kantor 

WilayahhKementerian Hukummdan Hak asasiiManusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan :  

a. Menolakkusul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tersebut 

dalammjangka waktu 14 (empat belas) hari sejakkusulannditerima segera menyampaikan surat 

penolakan disertai alasan-alasanya kepada KepalaaLembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bulukumba.  

b. MenyetujuiiusullKepala LembagaaPemasyarakatannkelas II A Bulukumba dalammjangka 

waktu 14 (empat belas) hariisejak usulan diterima segera meneruskannKepada Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan.  

5. Direktoral Jenderal pemasyarakatan segeraameneliti dengannmempelajariiusulan Kantor Wilayah 

kementerian hukum dannHak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dengannmempertimbangkan hasil 

sidanggTim pengamat Pemasyarakatannmaka dalammjangka 30 (tiga puluh) hari sejak usul 

diterima Direktoral Jenderal Pemasyarakatanndapat menyatakan :  

a. Menolakkusulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukummdan Hak AsasiiManusia 

Sulawesi Selatanndengan menyampaikan surattpenolakan disertaiialasan kepada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan 

disampaikannkepadaaKepala Lembaga Pemasyarakatan kela II A Bulukumba.  

b. Menyetujui usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mnausia 

Sulawesi Selatan dan segeraamenerbitkan keputusan pembebasannbersyarat. 
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B. Faktor yang menghambat Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di 

Lembaga PemasyakatanKelas II A Bulukumba dan diluar Lembaga Pemasyaratakatan.  

PelaksanaannPembebasannBersyarat di LembagaaPemasyarakatan kelas II A Bulukumba 

sudahhcukup optimal berjalanndengan baik akanntetapi terkadang mengalamiihambatan-hambatan 

dalammpelaksanaanya. 

Menurut H. Mappasomba S.pd selaku Kepala seksi Bimbingan narapidana dannanak didik 

di Lembaga Pemasyarakatannkelas II A Bulukumba  pada hari jumat tanggall27 Agustus 2021 

menyatakan bahwa: 

Faktor yang menghambat yang sering kamiitemukan dalammmemberikan  

hakkpembebasannbersyarattkepadaanarapidana adalah penjamin, yaitu pihak keluarga dari 

narapidanaatidak diketahui keberadaaanya serta adanyaanarapidana yang melanggarrdisiplin yang 

menyebabkannnarapidana tersebut gagal mendapatkannpembebasan bersyarat. 

Berdasarkannhasil wawancara dan hasil penelitian olehhpenulis serta 

berdasarkanndokumen-dokumen yanggdimiliki oleh LembagaaPemasyarakatan kelas IIA 

Bulukumba maka peneliti dapat disimpulkan hambatan-hambatanndalam 

pelaksanaannpembebasan bersyarat di Lembagaapemasyarakatannkelas II A Bulukumba yaitu 

sebagai berikut :  

1.  Peraturannperundang-undamgan 

 Prosedurrpengusulannpembebasan bersyarattterlalu rumit dan memakan waktuuyang cukupplama 

sampai mendapatkannkeputusan diterimaaatau ditolak sehinggaamenimbulkannrasa gelisah 

dalammdiri narapidanaasendiri dalam menungguuhasil keputusannpembebasan bersyarat.  

2.  Penjaminn 

Penjamin dari pihak keluarga tidak diketahui keberadaanya. 

3.  Direktoral Jenderal Pemasyarakatan  

 Prosesnya sangat lamaakarena merupakan pemusatanndari seluruh Lembaga Pemasyaratakatan/ 

RumahhTahanan Negara  di Indonesia.  

4.  FaktorrDisiplin  

Bagiinarapidanaayang melanggarrdisiplinnatau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bulukumba menyebabkan narapidanaatersebut terancam gagallmendapatkan 

pembebasannbersyarat. 

5.  Faktor warga masyarakat 

Masihhkurangnyaarasaapercayaamasyarakattterhadappwargaabinaan.Sehingga pihakkpemerintah 

setempat terkadanggmenolak wargaabinaanuntuk melakukannpembebasan bersyarat.Karenaadapat 
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membuattmasyarakat tidak nyamanndan aman. Dan faktor yang mengahambat dalam pelaksanaan 

pembebasn bersyarat di luar LembagaaPemasyarakatan. Sebagaiiberikut : 

a. Faktor Masyarakat  

Masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang pembebasan bersyarat dan paradigma 

masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang jahat. 

b. Faktor  narapidana sendiri 

            Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor. 

c. Faktor Pekerjaan  

Pekerjaan atau mata pencaharian, mantan narapidana susah mendapatkan pekerjaan dan tidak 

menutup kemungkinan mengulangi kembali tindak pidana lagi. 

 

 

D. KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan pembebasannbersyarat di LembagaaPemasyarakatannKelas II A Bulukumba sudah 

optimal berjalanndengan baik  karena dapattdilihat dari perbandinganndata 

PembebasannBersyarat di LembagaaPemasyarakatan Kelas II A Bulukumba periode 2021 

antara di usulkan dengan yang terealisasiiterus meningkatttiap bulan.  

2.  Faktor yang menghambat dalammpelaksanaan pembebasannbersyarat di Lembaga 

PemasyarakatannKelas IIA Bulukumba. Adapun faktor internal yaitu : prosedur pengusulan 

pembebasan bersyarat terlalu rumit,  faktor pernjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang 

melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat 

pelaksanaan pembebasannbersyarat di luar lembaga pemasyarakatan adapun faktor eksternal 

yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor 

narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.  
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